BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR Of  TAHUN 2015

TENTANG

y STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pelayanan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) perlu disusun Standar Pelayanan Terpadu
Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu
Selatan Tentang Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan di
Kabupaten Bengkulu Selatan;

Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Llngkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091), ' o

Undang—Undang ‘Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Puphk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Letbaran Negara Republik Indonesia
Nombr 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55657);




Meriétapkan !

10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014lzéntang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 'fentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ?tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembardn Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); -
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
"tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5
Tahun 210 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010
Nomor 5);

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor .... Tahun 2015
Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Bengkulu
Selatan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Selatan);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN

| BENGKULU SELATAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.



Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan
pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
merupakan wilayah kerja camat.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan. :

Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah terhadap perorangan maupun badan hukum untuk kegiatan usaha
maupun non usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Non perizinan adalah dokumen yang menyatakan adanya legalitas yang
diberikan Pemerintah Daerah terhadap perorangan maupun badan hukum
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan adalah
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinart di kecamatan dari
tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perizinan dan non
perzinan dalam satu tempat.

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas
sebagai pelaksana pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan.

BAB II
PRINSIP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan
berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu:

kesederhanaan;

kejelasan;

kepastlan waktu;

akura31, N

keamanan dan kenyamanan;

tanggung JaWab L

kelengkapan sarana dan prasarana;
kerhudahan ak es,

kedls1phnan keS'Opanan dan keramahan;

tidak diskriminatif;
keju]uran, dan
kecermatan/ketelitian.
BAB III
JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 3

Jenis dan standar pelayanan perizinan pada kecamatan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini;




Pasal 4

Jenis dan standar pelayanan non perizinan perizinan pada kecamatan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 dan 2;

BAB IV

KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 5
Kewenangan Camat, meliputi :

a. penandatanganan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati
berdasarkan pendelegasian wewenang;

penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen-dokumen
penagihan retribusi daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan dan non perizinan;
penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan,;

pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non
perizinan di wilayah kerja; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

o
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BAB YV
TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 6

(1) Un{‘uk membantu pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan,

Camat dapat membentuk Tim Teknis.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peJabat atau
pelaksana yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan

-+ bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Camat.

(3) Setiap pejabat atau pelaksana yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai anggota

.. tim teknis, bertindak untuk dan atas nama SKPD yang menugaskan. .

(4] ’l‘1m Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan

" {ntuk memberikan saran pertlmbangan diterima atau ditolaknya suatu
permohonan perizinan dan non perizinan.

(5) Tim Tekms mempunyai tugas sebagai berikut :

a melalcukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara

e Pemeriksaan serta membuat analisis/ kajlan sesuai bidang tugasnya;

_b. . menghadiri rapat pembahasan dan membuat Berita Acara Pembahasan;

c. memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi
mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non
perizinan; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala SKPD masmg—masmg

(6) Apabila dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan tidak

dibentuk Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
peninjauan lapangan dan/atau pembahasan teknis dilakukan dengan
SKPD yang terkait dengan permohonan perizinan dan non perizinan.



BAB V1
KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
" Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, Kecamatan
memiliki kode etik yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
a. dilarang menjadi kuasa atas permohonan perizinan dan non perizinan
untuk kepentingan pihak lain;

b. dilarang menerima pungutan yang tidak sah (uang maupun barang) atas
pelayanan yang diberikan;

c. dilarang menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan;
d. dilarang memberikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan
ketentuan;

e. dilarang menyembunylkan informasi yang berkaitan dengan pelayanan
perizinan dan non perizinan;

f. dilarang melakukan pertemuan dengan pemohon diluar waktu dan tempat
yang telah ditentukan,;

g. dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut pelayanan;
h. diwajibkan memakai tanda pengenal; dan
i. pelayanan harus berorientasi pada kepuasan pelanggan.

BAB VII
PENCABUTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 8

-y (1) Camat dapat mengeluarkan surat pencabutan perizinan dan non perizinan
sesuai dengan kewenangannya, dalam hal:
a. pemohon memberikan data administrasi tidak benar; .-
b. perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan
kOIldlSl di lapangan; dan/atau

- ter_ladl pelanggaran terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan.

(2) Pcncgbpm perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ dilakukan setelah mendapat rekomendasi/kajian teknis
SKPD.

BAB VIII

PENGADUAN PELAYANAN
- Pasal 9

Kecamatan mempunyai kewajiban melayani dan memberikan jawaban atas
pengaduan yang berhubungan dengan kelancaran proses terbitnya perizinan dan
non perizinan.
Pasal 10

Dalam hal pengaduan berhubungan dengan ditetapkannya suafu perizinan dan
non perizinan, Kecamatan dapat melayani dalam bentuk fasilitasi dan
menyampaikan pengaduan tersebut kepada SKPD yang mempunyai kewenangan
teknis.



. Pasal 11
(1) Pengaduan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui loket pengaduan, baik
secara lisan, tulisan atau media lain yang disediakan oleh Kecamatan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan respons
paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima.

Pasal 12

Penyelesaian pengaduan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. '

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pembinaan Pelayanan
Pasal 13

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan
sistem, sumber daya manusia, dan koordinasi antar SKPD.

(3) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah,
meliputi tata hubungan kerja, evaluasi dan pelaporan. .

(4) Pembinaan teknis operasional dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pengawasan Pelayanan
Pasal 14

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

BAB X
TANGGUNG JAWAB
Pasal 15

Kewenangan dan tanggung jawab SKPD atas perizinan dan non perizinan yang

diterbitkan oleh Camat, meliputi:

a. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan non
usaha masyarakat sesuai kewenangan teknis masing-masing SKPD;

b. tanggung jawab teknis akibat penerbitan perizinan dan non perizinan berada
pada SKPD sesuai kewenangan teknis masing-masing SKPD; dan

c. tanggung jawab atas pencapaian target pendapatan daerah dari pelayanan
perizinan dan non perizinan berada pada SKPD sesuai kewenangan teknis

masing-masing SKPD.



* BAB X1
KEPUASAN MASYARAKAT
Pasal 16

Kecamatan wajib melakukan penelitian tingkat kepuasan masyarakat secara
berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam
pelaksanaanya dapat bekerja sama dengan ketiga yang independen.

BAB XII
PELAPORAN
Pasal 17

Camat wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan perizinan secara berkala setiap bulan kepada Bu
pati melalui Sekretariat Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP .
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Selatan. '

Ditetapkan di Manna
pada tangga 27 April 2015
BUPATI BENGKULU SELATAN,

Dto
H.RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 27 April 2015
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
dto

RUDY ZAHRIAL, SE
NIP. 19631001 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALAyAN HUKUM
/«7

HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005
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